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ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang vital dalam

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Seiring

dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, pemerintah Indonesia

telah mengimplementasikan sistem pemungutan pajak berbasis Self Assessment

System, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, meskipun sistem ini

dirancang untuk mendorong kepatuhan pajak, banyak Wajib Pajak, baik individu

maupun badan usaha, yang masih enggan atau bahkan menghindari kewajiban

pajaknya, yang terkadang berujung pada praktik penghindaran (tax avoidance)

dan penggelapan pajak (tax evasion). Dalam konteks ini, penegakan hukum

terhadap pelanggaran perpajakan menjadi sangat penting, terutama dalam kasus-

kasus yang melibatkan direksi korporasi sebagai pengambil keputusan utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap

tindak pidana pajak yang dilakukan oleh direksi korporasi, dengan fokus pada

dampak hukum dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian

ini juga mengkaji kasus tindak pidana pajak yang terjadi pada Sutoyo Setiadi

Kurnia, seorang direksi yang terlibat dalam penggelapan pajak, untuk

mengevaluasi peran hukum dalam memberikan efek jera dan mendorong

terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan,

hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi

penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan pajak,

khususnya yang melibatkan korporasi, serta meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan Pajak, Kepatuhan Pajak
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ABSTRACT

Tax is one of the main sources of state revenue that is vital in financing the

administration of government and national development. Along with the increase

in tax revenue year by year, the Indonesian government has implemented a tax

collection system based on the Self Assessment System, which gives taxpayers the

trust to calculate, pay, and report their taxes themselves. However, despite the

design of this system to encourage tax compliance, many taxpayers, both

individuals and corporations, are still reluctant or even avoid their tax

obligations, which sometimes lead to practices of tax avoidance and tax evasion.

In this context, law enforcement against tax violations becomes crucial, especially

in cases involving corporate directors as the main decision-makers. This study

aims to analyze the efforts of law enforcement against tax crimes committed by

corporate directors, focusing on the legal impacts and its effectiveness in

enhancing tax compliance. This research uses a normative legal research

approach. The study also examines a tax crime case involving Sutoyo Setiadi

Kurnia, a director involved in tax evasion, to evaluate the role of law in creating a

deterrent effect and promoting a more transparent and accountable tax system. It

is expected that the results of this study will contribute to the development of more

effective law enforcement strategies in combating tax crimes, particularly those

involving corporations, and improve tax awareness and compliance in Indonesia.

Keywords : Law Enforcement, Tax Crimes, Tax Compliance
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